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HUKUM KEPERDATAAN
Scjak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 31999 tentang
Perlindung‘an Konsumen maka setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha
atas hasil produksi cepat yaitu Badan Penyclesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Pokok permasalahan yang ada adalah :
| Bagmmanakah pandungan Hukum ¥crdata terhadap perbuatan yang merugikan
peritndungan kensumen
2. Baguimanakah penyelesaiar sengketa konsumen dan kckuatun dan putusan Badan
Penyelcsaian Sengketa Konsumen
3. Apukah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Badan Penyelesaian
Sengkcta Konsumen
Pcnyelesaian sengketa konsumen melalui BSPK dilakukan dengan tiga
cara yaitu konsilast, mediasi dan arbitrasi. dan apabila salah satu pibak tidak
menerima hasil putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengudilan Negeri.
Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti dan
membahas penctitian skripsi ini adaluh metode penelitian kepustakaan dun metode
penctitian lapangan,
Kesimpulan yung dikemukakan adalah scliap penyelesuiun sengketa
konsumen melaiui BPSK selalu diupayakan vang pertima sckali mefalut konsilasi,
lkemudian mclalui mediasi dan puda akhimya melalui arbitrasi dimana putusannya

adualah bersitot Lnal dan mengikat. dan upaya bhukum yang dilakukun terhadup
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putuszn BPSK adalah upaya lukum keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang

wakiu empat belas dan terhitung sejak tanggal putusan atau scjak diberitahukan.
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